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ABSTRAK

Penelitian ini membahas problematika penyelesaian konflik internal Partai
Demokrat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan perspektif figh siyasah.
Konflik internal Partai Demokrat tahun 2021 yang melibatkan kubu Agus Harimurti
Yudhoyono dan kubu Moeldoko menimbulkan dualisme kepengurusan partai yang
berujung pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di PTUN.adapun
rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana penyelesaian konflik
internal partai politik Demokrat melalui PTUN ditinjau dari UU No 2 Tahun 2011
tenang partai politik? 2. Bagiamana penyelesaian konflik internal partai politik
Demokrat ditinjau dari figh siyasah? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
mekanisme penyelesaian konflik internal partai politik berdasarkan hukum positif
serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip figh siyasah.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, sifat penelitian ini adalah
deskriptif analisis dan pendekatannya adalah yuris normtif dengan teknik
pengumpulan data melaui studi kepustakaan (library research), dengan cara
mengumpulkan, menginventarisasi, dan menganalisis data yang diperoleh dari
bahan hukum primer dan sekunder serta pendekatan kasus. Analisis data
menggunakan metode kualitatif yang dilakukan setelah memperoleh bahan hukum
melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik internal Partai
Demokrat melalui PTUN secara hukum positif merupakan langkah yang sah untuk
memperoleh kepastian hukum mengenai legitimasi kepengurusan partai. Namun,
mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Partai Politik belum berjalan optimal. Ditinjau dari perspektif figh
siyasah, penyelesaian konflik internal partai seharusnya lebih mengedepankan
prinsip syura, keadilan, amanah, dan kemaslahatan melalui musyawarah internal
partai. Penggunaan jalur litigasi dapat ditempuh apabila mekanisme musyawarah
tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Konflik Internal, Partai Politk, Pengadilan Tata Usaha Negara.



ABSTACT

This study exammines the problematic resulution of internal in the
Democratic Party through the State Administrative Court (PTUN) from the
perspevtive of Law Nomber 2 of 2011 corcerning Political Parties and the
perspective of islamic jurisprudence (foqh siyasah). The 2021 internal conflic in
the Democratic Party, involving the Agus Harimurti Yudhoyono and Moeldoko
camps, resulted in dualism in party leadership, which led to the resolution of
disputes through litigation at the PTUN. The research questions are as follows: 1.
How is the internal conflict within the Democratic Party resolved through the
PTUN from the perspective of Law Number 2 of 2011 concerning political parties?
2. How is the internal conflict within the Democratic Party resolved from the
perspective of Islamic jurisprudence (figh sivasah)? This study aims to analyze the
mechanism for resolving internal political party conflicts based on positive law and
to review its compliance with the principles of Islamic jurisprudence (figh siyasah,).

This research is normative legal. It is descriptive and analytical in nature,
and uses a juris-normative approach. Data collection techniques include library
research. This involves collecting, inventorying, and analyzing data obtained from
primary and secondary legal materials, as well as a case study approach.
Qualitative data analysis was conducted after obtaining legal materials through the
literature review.

The results indicate that resolving the Democratic Party's internal conflict
through the State Administrative Court (PTUN) is a legally valid step to obtain legal
certainty regarding the legitimacy of party leadership. However, the resolution
mechanism through the Party Court, as stipulated in the Political Party Law, has
not been optimal. From a figh siyasah perspective, resolving internal party conflicts
should prioritize the principles of syura (law), justice, trustworthiness, and public
welfare through internal party deliberation. Litigation can be pursued if the
deliberation mechanism fails to reach an agreement on dispute resolution.

Keywords.: Internal Conflict, Political Party, State Administrative Court.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai Politik di Indonesia, sebagai elemen fundamental dalam sistem
demokrasi, menempati posisi yang sangat strategis. Partai politik dapat dianggap
sebagai kerangka hukum yang berperan krusial dalam mendorong kebebasan,
kesetaraan, dan solidaritas guna membentuk bangsa dan negara yang kokoh.
Partai Politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok
individu untuk meraih kekuasaan. Partai Politik sesungguhnya merupakan
sebuah kendaraan, yang fungsinya untuk menyatukan orang-orang yang
memiliki visi dan misi yang sama dalam penyelenggaraan negara. !

Menurut Soedarsono, Partai Politik merupakan pelembagaan dari
Kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin
oleh Undang-Undang Dasar. Hal itu berarti, Partai Politik berfungsi sebagai
pemberi wadah dar1 hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat
atau berkumpul.? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, sebagai konstitusi nasional, memberikan jaminan yang tegas terhadap

! Andre Abraaham Poenene, ‘“Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Menurut
Undang-Undng Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Parti Politik”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas
Ratulangi Lex Privatum, Vol.11. No. 3, (2023), hlm. 1.

2 Soedarsono, Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi Penyelesaian Sengketa
Hasil Pemilu 2004, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaneraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005),
hlm. 9.



kebebasan berserikat.> Tanpa keberadaan partai politik serta organisasi
kemasyarakatan yang independen dan bebas dari intervensi, aspirasi masyarakat
mungkin tidak akan dapat disalurkan secara efektif untuk berkontribusi dalam
penyampaian pandangan terhadap proses formulasi kebijakan yang terkait
dengan kepentingan kolektif dalam kehidupan sosial dan kenegaraan.

Partai politik dapat didefinisikan sebagai gerakan sosial yang diinisiasi
oleh kelompok atau golongan tertentu dengan tujuan melakukan transformasi
terhadap institusi-institusi politik atau membentuk suatu struktur sosial yang
inovatif. Partai politik berfungsi sebagai mekanisme bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam administrasi negara, dan merupakan entitas organisasional
yang relatif baru dalam evolusi kehidupan manusia jika dibandingkan dengan
organisasi kenegaraan.*

Dalam konteks pengelolaan partai politik, konflik di antara para
pengurus merupakan fenomena yang tak terhindarkan, sehingga sebagai respon
terhadap hal tersebut, dibentuklah Mahkamah Partai Politik sebagai institusi
yang memiliki kewenangan dalam menangani konflik internal partai. Adapun
landasan hukum pembentukan Mahkamah Partai Politik tercantum dalam Pasal
32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang merupakan amandemen

terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik®

3 Asshiddigie Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, (Bhuana Ilmu Populer,
Jakarta, 2007), hlm. 713.

4 Mariam Budiarjo, Partisipasi dan Partai Politik, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,
1998) hlm. 397.

5 Yasonna H. Laloly, Politik Muka Ganda, (Jakarta, PT Pustaka Alvabet, 2022), hlm 9.



Dalam sejarah terbentuknya mahkamah partai politik, yaitu menangani
konflik internal partai dalam suatu partai politik, sebagai bentuk dijalankannya
kewajiban, untuk menjalankan secara amanah terhadap undang-undang. Sesuai
Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa
konflik partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah yang meliputi
alternatif penyelesaian seperti mediasi, arbitrase dan peradilan.

Namun setelah di ubahnya Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Jo
Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka dibentuklah suatu
badan peradilan partai yang disebut sebagai mahkamah partai politik. Dengan
begitu mahkamah partai politik, dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan terhadap
undang-undang partai politik yang harus menyelesaikan konflik sengketa
internal melalui jalur mahkamah partai politik.

Adapun dasar hukum pembentukan Mahkamah Partai Politik yaitu Pasal
32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. D1 dalam Pasal 32 tersebut
menjelaskan bahwa:

(1). Konflik Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana
diatur di dalam AD dan ART.

(2). Penyelesaian konflik internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang
dibentuk oleh Partai Politik.

(3). Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada
Kementerian.

(4). Penyelesaian konflik internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.



(5). Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan
mengikat secara internal dalam hal konflik yang berkenaan dengan
kepengurusan.®

Selanjutnya, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengatur
bahwa apabila penyelesaian konflik internal partai tidak tercapai, maka sengketa
dapat diajukan melalui pengadilan. Meskipun Undang-Undang Partai Politik
telah mengatur mekanisme penyelesaian konflik internal partai politik melalui
Mahkamabh Partai, dalam praktiknya penyelesaian sengketa internal partai masih
banyak dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa internal melalui
Mahkamah Partai belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan
dalam Undang-Undang Partai Politik. Selain itu, penggunaan jalur litigasi dalam
penyelesaian konflik internal partai politik juga menimbulkan berbagai
problematika, seperti proses penyelesaian yang panjang, biaya perkara yang
tinggi, munculnya ketidakpastian hukum, serta semakin tajamnya konflik antar

pihak yang bersengketa.

Keberadaan dan otoritas penyelesaian konflik internal partai melalui
Mahkamah Partai Politik hingga saat ini sering kali diabaikan. Mahkamah
tersebut seharusnya berfungsi sebagai opsi utama untuk menangani sengketa
internal partai politik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun, keberadaan

Mahkamah Partai Politik sering kali dianggap sebagai sekadar formalitas

® Tri Cahya Indra Permana, “Model Penyelesaian Konflik Partai Politik Secara Internal
Maupun Eksternal,” Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 5. No. 1 (2016): 35,.hlm. 38.



semata, yang terbukti dari berbagai kasus yang telah terjadi. Salah satu contoh

kasus terkait adalah sengketa internal Partai Demokrat.

Dalam perjalanannya partai ini sempat mengalami adanya konflik
internal dalam kepengurusannya. Konflik ini berawal dari adanya Kongres luar
bias (yang selanjutnya disebut KLB) yang dilakukan oleh beberapa mantan
Kader Partai Demokrat yang telah dipecat oleh Partai Demokrat, yakni Darmizal
dan Jhonny Allen Marbun. Dari kongres luar biasa (KLB) tersebut menghasilkan
ketua umum baru yakni (Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat)
menggantikan Ketua Umum Partai Demokrat saat ini (Agus Harimurti
Yudhoyono) yang dianggap tidak sah, sehingga terjadi suatu konflik internal

yang melibatkan tokoh-tokoh penting partai Demokrat di dalamnya.

Konflik di dalam Partai Demokrat ini diakibatkan adanya dualisme
kepengurusan yang diawali dari kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat.
Dalam artian, kubu pertama (yakni kubu Moeldoko) yang meyakini bahwa hasil
dari Kongres Luar Biasa tersebut akan disahkan oleh kementerian Hukum dan
HAM, kubu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang
meminta dan memohon kepada pemerintah untuk tidak mengesahkan Kongres
Luar Biasa tersebut karena dinilai ilegal dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Konflik kepengurusan Partai Demokrat belum diselesaikan secara
Mahkamah Partai, sebagai mekanisme internal partai sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Konflik tersebut



justru berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui gugatan
terhadap keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait
kepengurusan Partai Demokrat. Masing-masing kubu yakni Kubu Agus
Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko keduanya mengajukan gugatan Ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni pengadilan Tata Usaha Negara dengan
Nomor perkara: 150/G/2021/PTUN-JKT. Kondisi ini menunjukkan bahwa
penyelesaian konflik internal partai politik lebih banyak menggunakan
mekanisme litigasi dibandingkan mekanisme penyelesaian interrnal partai

politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Parti Politik.

Dalam Islam, konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial
yang harus diselesaikan dengan cara memprioritaskan perdamaian, keadilan, dan
kemaslahatan. Al-Qur’an mengajarkan pentingnya penyelesaian konflik atau
perselisihan melalui musyawarah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali
Imran ayat 159 yang memerintahkan umat islam untuk menyelesaikan urusan

bersama melalui musyawarah.’

Selain itu, dalam Figh Siyasah, penyelesaian konflik seharusnya
dilakukan melalui prinsip-prinsip Siyasah dalam islam yang mencakup, prinsip
syura (musyawarah), al-adalah (keadilan), al- hurriyah (kebebasan), al-
amanah (yang bertanggung jawab), serta al-musawah (persamaan di antara
setiap individu). Oleh karena itu, konflik internal partai politik idealnya

diselesaikan melalui mekanisme internal yang mengedepankan kemaslahatan.

" Deprtemen Kementrian Agama Republik Indonesia, AI-Qur’an Dan Terjemah, (Bandung:
PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012). hlm. 71.



Dalam hal ini, Mahkamah Partai Politik dapat dipandang sebagai sarana
penyelesaian sengketa yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum islam.?
Oleh karena itu, penyelesaian konflik internal partai politik seharusnya lebih
mengedepankan mekanisme penyelesaian internal dan menerapkan prinsip-
prinsip dalam Figh Siyasah sebelum menggunakan jalur litigasi di pengadilan.
Hal ini juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk
mengkaji lebih lanjut mengenai “Problematika Penyelesaian Konflik Internal
Partai Demokrat Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Ditinjau Dari

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di

rumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian konflik internal Partai Politik Demokrat melalui
PTUN ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai
Politik?

2. Bagaimana penyelesaian konflik internal Partai Politik Demokrat

ditinjau dari perspektif Figh Sivasah?

8 Muhammad Zulifan, “Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek
dalam Proses Politik Terkini”, jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol. 1,
No. 2. (2016), hlm. 171.



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian in bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis Problematika Penyelesaian Konflik Internal
Dalam Partai Politik Demokrat Tahun 2021 Melalui Pengadilan Tata
Usaha Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Partai Politik.

2. Untuk menganalisis penyelesaian Partai Politik dalam konflik di
Internal Partai Demokrat ditinjau dari perspektif figh siyasah.

2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan
baik secara teoritis maupun secara praktis.
1. Manfaat Teoritis
a. Menambah literatur mengenai Problematika Penyelesaian Konflik
Internal Dalam Partai Politik Demokrat Tahun 2021 Melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara
b. Memberikan  pemahaman  konseptual terkait mekanisme
Penyelesaian Konflik Internal Dalam Partai Politik dalam perspektif
teori hukum positif dan figh siyasah
c. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas

mekanisme penyelesaian konflik dalam organisasi politik.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi Partai Politik: dapat menjadi bahan evaluasi mengenai
pentingnya penyelesaian konflik internal melalui mekanisme
internal partai sebelum menggunakan jalur litigasi dan
menyelesaikan konflik internal.

b. Bagi Pembuat Kebijakan: Dapat menjadi masukan dalam
mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik terkait penyelesaian konflik internal partai
politik

c. Bagi Masyarakat dan Akademisi: Dapat menjadi sumber informasi
yang jelas mengenai problematika penyelesaian konflik internal

partai demokrat dalam perspektif hukum positif dan figh siyasah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kumpulan dari penelitian-penelitian terdahulu
yang relevan dengan topik yang diteliti dan memuat uraian perbedaan dari
penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Adapun

beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis yaitu:

Pertama, Jurnal. M. Anwar Rachman dengan judul “Penyelesaian konflik
internal partai politik”. Dengan hasil penelitian yaitu: konflik internal yang
tidak diselesaikan secara efektif dapat menurunkan kualitas demokrasi dan

mengganggu stabilitas organisasi politik sebagai aktor utama proses politik
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nasional.” Dari penelitian yang diangkat oleh peneliti terdapat persamaan
keduanya membahas terkait penyelesaian konflik di internal partai politik,
perbedaan dari penelitian ini penulis sekarang lebih fokus pada problematika
penyelesaian konflik internal Partai Demokrat melalui PTUN berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Selain itu,
penelitian penulis tidak hanya mengkaji dari perspektif hukum positif melalui
teori penyelesaian konflik tetapi juga dianalisis menggunakan perspektif figh

siyasah dalam hukum Islam.

Kedua, artikel Jurnal oleh Tri Cahya Indra Pernama yang berjudul “Model
penyelesaian konflik partai politik secara internal maupun eksternal”. Dari
penelitian ini terdapat persamaan, sama-sama menyoroti konflik internal partai
politik, mekanisme penyelesaiannya, serta relevansinya dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Selain itu,
penelitian ini juga sepakat bahwa Mahkamah Partai merupakan instrumen
penting untuk menyelesaikan konflik internal partai. Penelitian ini mengkaji
penyelesaian dalam liputan yang lebih komprehensif, dengan mengulas dua jalur
sekaligus, yakni penyelesaian internal melalui prosedur pihak dan penyelesaian
eksternal melalui lembaga peradilan negara seperti Pengadilan Negeri.!”

Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menekankan model penyelesaian

9 M. Anwar Rachman “Penyelesaian konflik internal partai politik” Jurnal Hukum, Vol. 31
No 2, (2016). hlm. 214.

1 Tri Cahya Indra Pernama ‘“Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara
Internal Maupun Eksternal”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 , No. 1 (2016), hlm. 51.
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sengketa secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus
memfokuskan pada problematika penyelesaian konflik internal Partai Demokrat
melalui PTUN yang seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah
Partai. Penelitian penulis juga mengaitkan mekanisme tersebut dengan teori
penyelesaian konflik serta perspektif figh siyasah mengenai prinsip musyawarah

dan penyelesaian sengketa dalam Islam

Ketiga, Tesis oleh Febri Ramadhani yang berjudul “Analisis Yuridis
Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Oleh Mahkamah Partai di
Indonesia” Dari penelitian ini terdapat persamaan, sama-sama mengkaji
Mahkamah Partai sebagai badan yang menangani sengketa di dalam partai
politik, serta sama-sama mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik sebagai landasan hukum pokok. Selain itu, sama berasal
dari isu serupa, yakni cara menyelesaikan pertikaian internal partai melalui
prosedur yang ditetapkan undang-undang, dan juga mengevaluasi seberapa
efektif Mahkamah Partai dalam mempertahankan keteguhan struktur organisasi
politik. Fokus dari penelitian ini adalah proses dan ketentuan hukum yang
mengatur penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Partai secara umum di
Indonesia''. menitikberatkan pada problematika penyelesaian konflik internal
Partai Demokrat yang berlanjut ke PTUN dan tidak sepenuhnya melalui

mekanisme Mahkamah Partai. Selain itu, penelitian penulis juga menambahkan

11 Febri Ramadhani ”Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Oleh

Mahkamah Partai Di Indonesia” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.
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perspektif figh siyasah sebagai analisis hukum Islam terhadap penyelesaian

konflik internal partai politik.

Keempat. Artikel jurnal oleh Kristo Roland Pattiapon yang berjudul
“Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Konflik
Internal Partai Politik”. Dari penelitian ini terdapat persamaan, sama-sama
mengulas Mahkamah Partai Politik sebagai badan yang mengatasi pertikaian di
dalam partai, serta sama-sama didasarkan pada kerangka hukum Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Keduanya juga memiliki
sasaran yang mirip, yakni memahami cara menyelesaikan konflik internal partai
melalui instrumen yang dibuat oleh partai itu sendiri. Penelitian ini mengkaji
pada kehadiran, status, validitas, dan kegunaan lembaga Mahkamah Partai dalam
tatanan politik dan hukum Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti
keberadaan dan kedudukan apakah Mahkamah Partai benar-benar hadir, diakui,
dimanfaatkan, dan beroperasi sebagai wadah penyelesaian sengketa, apakah
lembaga ini efisien, serta bagaimana posisinya jika dibandingkan dengan cara
penyelesaian lainnya.!? Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis
sekarang lebih fokus pada pada problematika penyelesaian konflik internal
Partai Demokrat melalui PTUN serta ketidaksesuaian praktik penyelesaian
sengketa dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011 tentang Partai Politik. Penelitian penulis juga mengkaji penyelesaian

12 Kristo Roland Pattiapon Yang Berjudul “Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam
Menyelesaikan Konflik Internal Partai Politik”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 1, (2020). hlm. 85.
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konflik tersebut melalui pendekatan teori penyelesaian sengketa dan perspektif

figh siyasah.

Kelima, skripsi oleh Hamzah dari Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang berjudul “Penyelesaian sengketa
partai politik Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011
tentang partai politik (studi atas konflik kepengurusan Partai Persatuan
Pembangunan)”. penelitian yang dilakukan oleh Hamzah ini sama-sama
membahas tentang penyelesaian konflik internal partai politik berdasarkan UU
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Kedua penelitian ini juga sama-sama
menempatkan mahkamah partai sebagai lembaga penting dalam proses
penyelesaian konflik internal partai politik sebelum diselesaikan melalui jalur
pengadilan.!® Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penulis sekarang,
pada problematika penyelesaian konflik internal Partai Demokrat melalui PTUN
yang tidak sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam Undang-
Undang Partai Politik. Selain itu, penelitian penulis juga menggunakan
perspektif figh siyasah untuk menganalisis penyelesaian konflik internal partai

politik berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum Islam.

13 Hamzah “Pengelesaian Sengketa Partai Politik Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Atas Konflik Kepengurusan Partai Persatuan
Pembangunan)”. Skripsi, Fkultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. 2017
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E. Kerangka Teori
1. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi
dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan proses
penyelesaian perkara melalui pengadilan, di mana hakim memiliki
kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa para pihak. Proses
litigasi bersifat formal dan menghasilkan putusan menang atau kalah (win-
lose solution). Namun, proses ini sering dianggap memerlukan waktu lama,
biaya tinggi, serta berpotensi menimbulkan konflik baru antar pihak yang
bersengketa.

Selain litigasi, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur
non-litigasi atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yaitu penyelesaian
sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.'* Jalur non-litigasi bertujuan mencapai
penyelesaian secara damai, cepat, dan efisien. Adapun bentuk penyelesaian
sengketa non-litigasi meliputi:

1. Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui
arbiter berdasarkan perjanjian tertulis para pihak.
2. Negosiasi, yaitu proses tawar-menawar dan komunikasi antara pihak-

pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.

14 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 35.
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3. Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga
yang netral sebagai mediator untuk membantu tercapainya mufakat.

4. Konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang
lebih aktif memberikan usulan penyelesaian kepada para pihak.

5. Penilaian Ahli, yaitu penyelesaian sengketa dengan meminta pendapat
atau pertimbangan ahli terhadap persoalan yang disengketakan.
Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi lebih

mengedepankan musyawarah, kesepakatan bersama, dan penyelesaian damai

dibandingkan proses peradilan formal.

2. Teori Figh Siyasah

Kata figh siyasah berasal dari dua kata, yaitu figh dan siyasah. Secara
bahasa, figh berarti pemahaman yang mendalam, sedangkan secara istilah
figh merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat
amaliah berdasarkan dalil-dalil terperinci dari AI-Qur’an dan Sunnah melalui
ijtihad para ulama. Oleh karena itu, figh dipahami sebagai hukum Islam yang
terus berkembang sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan

masyarakat.!'

Sementara itu, siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur,
mengurus, atau memimpin. Secara istilah, siyasah diartikan sebagai aturan

atau kebijakan yang dibuat untuk menjaga ketertiban, kemaslahatan, dan

15 Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo,
1993), him 21.
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mengatur kehidupan masyarakat maupun negara. Dengan demikian, siyasah
berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan kekuasaan demi

kepentingan bersama.

Berdasarkan pengertian tersebut, figh sivasah dapat dipahami sebagai
ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang membahas tentang pengaturan
kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam
demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Figh siyasah juga membahas
mengenai sumber kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan, dasar-dasar
pemerintahan, serta pertanggungjawaban kekuasaan dalam kehidupan

bernegara.'¢
F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik ilmiah untuk pengumpulan data dengan
tujuan dan manfaat tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan, adalah:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian jenis penelitian Yuridis
Normatif atau penelitian Doktrinal. Penelitian Yuridis normatif adalah
metode hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
bahan sekunder belaka.!” Penelitian ini berfokus pada analisis aturan hukum

tertulis, yakni mengkaji dan menganalisis efektivitas hukum mahkamah

16 Syaiful Hidayat,”Tatanegara Dalam Perspektif Figh Siyasah”, JurnalTafaqquh, Vol. 1
No. 2, (Desember 2013), him. 2-3.

17 H. Muchtar, “Analisis Yuridis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi
manusia”, Jurnal Illmiah IImu-Ilmu Humaniora, Vol. 14, No. 1, (2015), hlm 80-91.
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partai politik dalam konflik di internal partai politik berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
. Sifat penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Bersifat
deskriptif karena bertujuan menjelaskan dan memaparkan secara sistematis
mengenai problrmatika penyelesaian konflik internal partai politik
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Bersifat analisis karena penelitian ini mengkaji secara kritis problematika dari
penyelesaian konflik tersebut.
. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang
menelaah atau mempelajari undang-undang dan regulasi yang berkaitan
dengan persoalan-persoalan hukum yang sedang ditangani. Pendekatan
perundang-undangan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk
mempelajari  Undang-Undang dengan undang-undang dasar, yang
bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan kesesuaian Antara Undang-
Undang yang satu dengan undang-undang yang lain atau regulasi yang
satu dengan regulasi yang lain.

b. Pendekatan kasus (case approoach)

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang menelaah

kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap. Kasus tersebut pastinya merupakan kasus-kasus
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yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Pertimbangan-
pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan menjadi kajian
pokok dalam pendekatan kasus ini, Dalam hal pendekatan kasus. Objek
kajiannya adalah Mahkamah Partai Politik, kehadirannya sederhana,
apabila ada kasus maka Mahkamah partai politik menjadi solusi dalam
partai politik. Tapi bagaimana seharusnya secara kerja Mahkamah partai
Politik. Maka pendekatan penelitian untuk mengetahui hal tersebut dengan
pendekatan kasus. Bagaimana kasusnya, bagaimana mekanisme
penyelesaiannya.
4. Sumber data
Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, yang
digunakan terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang digunakan seperti Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, dan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020.
b. Bahan Hukum Sekunder
Seperti buku-buku literatur hukum, buku-buku literatur

partai politik, jurnal hukum, dan skripsi.
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5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan
(library research), dengan cara mengumpulkan, menginventarisasi, dan
menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.
6. Analisis Data
Analisis data adalah tahap yang dilakukan oleh penulis setelah
memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan. Data akan dianalisis
secara kualitatif normatif dengan mendeskripsikan secara sistematis dan
memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap norma hukum yang ada,
kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka teoritik yang telah

disusun untuk menjawab rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjelaskan alur penulisan dari pembahasan penelitian agar
tersusun secara sistematis, berikut adalah sistematika pembahasan yang dibuat
penulis:

Bab pertama, berisikan langkah awal penelitian yaitu pendahuluan dan
gambaran dari arah penelitian yang dilakukan, yang mencangkup latar belakang
masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah
Pustaka Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika

Pembahasan.
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Bab kedua. Bagian kedua membahas tentang landasan teori yang
dikembangkan dari kerangka teori, yang akan menjelaskan secara mendalam
mengenai teori Penyelesaian Sengketa dan teori Figh Siyasah.

Bab ketiga. Bab ini akan memaparkan konflik internal Partai Demokrat
yang meliputi kronologi kasus, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta
penyelesaian konflik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai Politik, dan analisis awal untuk menjawab rumusan masalah. Fokus
pembahasan adalah menguraikan dan menganalisis secara deskriptif-kritis
tentang problematika penyelesaian Partai Politik berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Bab keempat. Bab ini merupakan hasil analisis terhadap rumusan
masalah dengan menggunakan kerangka teori yang ada. Bab ini juga akan fokus
pembahasannya adalah menguraikan dan menganalisis secara deskriptif-kritis
tentang bagaimana Problematika penyelesaian konflik Partai Politik dalam
menyelesaikan konflik di internal Partai Politik berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Bab kelima. penutup, bab ini sebagai penutup dari penelitian yang
memuat kesimpulan hasil dari pembahasan pada penelitian ini dan memberikan
saran yang bermanfaat untuk kemajuan bagi bidang hukum yang menjadi titik

fokus penelitian.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Penyelesaian konflik internal Partai Demokrat yang terjadi akibat dualisme
kepengurusan antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan kubu Moeldoko
pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik. Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik menegaskan
bahwa penyelesaian konflik internal partai harus terlebih dahulu diselesaikan
melalui mekanisme internal partai dan Mahkamah Partai Politik. Namun
dalam praktiknya, penyelesaian konflik Partai Demokrat justru lebih
dominan dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pada penyelesaian dualisme Partai
Demokrat tidak sesuai prosedur dan belum berjalan secara optimal
sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penyelesaian melalui jalur
litigasi memang memberikan kepastian hukum terkait legitimasi
kepengurusan partai, tetapi proses tersebut juga menimbulkan berbagai
problematika, seperti proses penyelesaian yang panjang, meningkatnya
persaingan politik antar kubu, serta berpotensi mempertajam konflik internal

partai politik.
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2. Dalam perspektif Figh Siyasah, penyelesaian konflik internal partai
demokrat seharusnya lebih mengedepankan prinsip Syura (musyawarah),
keadilan, amanah, dan kemaslahatan bersama. Figh Siyasah memandang
bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan langkah
utama dalam menjaga persatuan dan stabilitas organisasi. Oleh karena itu,
mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik sebagai lembaga
internal partai pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip figh siyasah
karena mengutamakan dialog, perdamaian, dan penyelesaian secara
kekeluargaan. Penggunaan jalur litigasi melalui pengadilan tetap dapat
dibenarkan apabila mekanisme musyawarah mengalami jalan buntu. Dengan
demikian, penyelesaian dualisme kepengurusan Partai Demokrat idealnya
tetap mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan penyelesaian internal
partai sebagai implementasi prinsip syura dalam Figh Siyasah. Oleh sebab
itu, keseimbangan antara mekanisme hukum positif dan nilai-nilai Figh
Sivasah menjadi penting agar penyelesaian konflik politik tidak hanya
menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga mampu menciptakan keadilan,
persatuan, dan stabilitas organisasi partai politik demi tercapainya
kemaslahatan bersama. Prosedur penyelesaian dualisme Partai Demokrat
yang ditempuh melalui jalur hukum positif dinilai inkonstitusional dan
dalam perspektif Figh Siyasah juga dianggap salah karena tidak
mengedepankan prinsip musyawarah terlebih dahulu melalui internal partai.
Padalah, Al-Qur’an menegaskan bahwa musyawarah merupakan cara utama

dalam menyelesaikan konflik di antara umat manusia.
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B. Saran

Berdasarkan skripsi tersebut, berikut adalah saran yang dapat diberikan:

1.

Penyelesaian konflik internal partai politik Demokrat perlu mengutamakan
mekanisme musyawarah dan penyelesaian melalui Mahkamah Partai
sebelum menempuh jalur litigasi di pengadilan. Hal itu penting agar konflik
tidak berkembang menjadi perpecahan yang berkepanjangan di dalam
organisasi partai serta perlu dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang. Tujuannya agar fungsi Mahkamah Partai mampu menjadi lembaga
penyelesaian sengketa yang efektif dan adil dan stabilitas dan persatuan

partai politik dapat tetap terjaga dengan baik.

. Perlu adanya kesadaran hukum dan komitmen seluruh kader partai politik

untuk menghormati mekanisme penyelesaian konflik internal sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang dan AD dan ART Partai Politik agar forum
penyelesaian konflik internal partai politik benar-benar berperan menjadi

forum utama dalam menyelesaikan konflik internal Partai Politik.
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